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PROVINSI NUSA TENGGARA TIMT]R
KEPUTUS$I BT]PATI IIMOR TENGAII UTARA

NOMOR ZII{EPIEK/2OIS

TENTANG

PEF{DrRrAN SEKOLAH MEITENGAH ATAS (SMA)
DAN SEKOLAH MEI\TENGAH KEJT]RUANT (SNMO

DI KABTIPATEN TIMOR TENGAH UTARA

BT}PATI TIMOR TENGAH UTARA,

a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerdh antara lain kewenangan di
Bidang Pendidikan;

b. bahwa dalam upaya mendekatkan dan meningkatkan pelayanan Pendidikan
Menengah Universal (PMU) serta menampung lulusan Sekolah Menengah
Pertama pada lokasi tertentu yang dipandang sangat membutuhkan pelayanan
pendidikan dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara perlu didirikan
Sekolah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

c" bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b" maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah
Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten
Timor Tengah Utara;

l. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah
Tingkat tr dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958,
Nomor 122, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenfang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran l.[egara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanrbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nornor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomar 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Fendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 63);

6. Perhran Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan hfenengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l99B Nomor 91, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 37 64);

7, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standm I{asional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tt{omor 41,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor M96);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahau Negara Republik Indonesia Nomor
a5%);
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Menetapkan
KESATU

KEDI]A

KETIGA

9. Peraturan Pemet'intah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Petrerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerhh Kabupaten/l(ota (Lernbaran Negara Republik fndonesia
Tahun 2007 Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Fendidikan Nasional ]rlomor 22 'fahun 2006 tentang
Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

11. Keputusat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060N12002 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor B Tahun 2008 tentang
organisasi dan Tata Kerja Dinas Daeralr Kabupaten Timor Tengah utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor B Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor B)
sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
13 Tahun 2014 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten
Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahunn 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Timor Tengah Utara Tahun 2014 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Mendirikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan nama-nama Sekolah
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan
ini telah beroperasi dan dianggap layak untuk ditetapkan sebagai satu Unit
Satuan Pendidikan yang definitif;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI TIIUOR TENGAH UTAXXA

NOMOR2/KEY/IJ.W}OIS

TENTANG

PENDIR.IAN SEKOLAII MENENGAH ATAS (SMA.)

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SlV[K)

DI KABUPA UTARA

20t 5

uTARA,9

Status SekolahDesa/Kelurah I(ecamatan T'ahun
Rintisan

No Narna Sekotah

NegeriMiomaffo Tengah 2AllI SMAN
Miomaffo Tengah

Desa Tuabatan

I{egeriBikomi Tengah 20lr2 SMAN
Binino

Desa Oenenu

Swasta
Akta Yayasan Dhatma Ayu
I(efamenanu telah disahkan
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik .Indonesia,

Nomor C-509.HT.03.0 l -TH.
2006, tanggal 29 Desember
2006

Kota Kefamenanu 20ttSMA
Dharma Ayu
Kefamenanu

Kelurahan
Tubuhu'e

3

20tl FlegeriDesa Niba'af Noemuti4 SMKN Nibaaf
NegeriBiboki Tanpah 2A1tSMKN Paisanaunu Desa

Oerinbesi
5

2{t12 Swasta.
Akta Yayasan Nusa Jaya

Kefamenanu telah disahkan
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia,
Nomor AHU-250.A.H.0 1.04,

Tahun 2014
tanggal 08 Januari 2014

Kelurahan
Kefa Selatan

Kota Kefamenanu6 SMK Kesehatan
St. Agustinus
Kefamenanu

Swasta.
Akta Yayasan Cerdas Timor
Kefamenanu telah disahkan
Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia,
Nomor AHU- 0 12 1 5. 50.1 0.2014,
tanggal29 AprilZ0l4

Kota Kefamenanua) SMK Intan
Kefamenanu

Kelurahan
Kefa Selatan

)-a13"

zot:

Swasta.
Akta Yayasan Tri Karya
Mandiri Timor Tengah Utara
telah disahkan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, Nomor
AWU -02252.50. I 0 "20 I 4,

2014

Miomaffo Tengah

z;Ar

Desa NianB SMK Tri Karya
Mandiri TTU

FER}.IANDES
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